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GLOSARIUM 

 

Ad hoc Sesuatu yang sifatnya sementara 

atau tidak permanen. 

Aksesibilitas Kemudahan akses untuk di capai 

oleh orang, di implementasikan 

pada bangunan gedung, 

lingkungan dan fasilitas umum 

lainnya, dan di utamakan untuk 

kaum disabilitas / difable. 

Asas Legalitas Tiada perbuatan dapat dipidana 

kecuali atas dasar kekuatan 

ketentuan pidana menurut 

undang-undang yang sudah ada 

terlebih dahulu. 

Backlog Kesenjangan antara jumlah 

rumah terbangun dengan jumlah 

rumah yang dibutuhkan rakyat. 

Badan Hukum  Persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian 

melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang 

diatur oleh undang-undang atau 

badan hukum yang didirikan oleh 

warga negara Indonesia yang 

kegiatannya di bidang 

penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

Badan Pusat Statistik Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS)   Bantuan  Pemerintah dari 

Kementrian PUPR berupa 

stimulan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk 
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meningkatkan keswadayaan 

dalam pembangunan/peningkatan 

kualitas rumah beserta prasarana, 

sarana, dan utilitas umum (PSU). 

Cost and Benefit Principle Prinsip biaya dan hasil artinya 

cost pembuatan undang-undang, 

pengawasan dan penegakan 

hukum, serta beban yang dipikul 

oleh korban, dan pelaku kejahatan 

harus seimbang dengan situasi 

tertib hukum yang akan dicapai. 

Dekriminalisasi Tadinya suatu perbuatan pidana 

diatur di undang-undang, 

kemudian undang-undangnya 

diubah dan perbuatan itu tidak 

lagi menjadi ketentuan pidana. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman  Lembaga pemerintah dibawah 

Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang memiliki 

tugas melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang 

Perumahan Kawasan 

Permukiman  dan  Pertanahan. 

Enforceable Hukum atau aturan yang dapat 

dilaksanakan atau di tegakan. 

Hunian Berimbang Hunian berimbang adalah 

perumahan dan kawasan 

permukiman yang dibangun 

secara berimbang dengan 

komposisi tertentu dalam bentuk 

rumah tunggal dan rumah deret 

antara rumah sederhana, rumah 

menengah dan rumah mewah, 

atau dalam bentuk rumah susun 

antara rumah susun umum dan 

rumah susun komersial. 

Ius Constituendum Hukum yang akan berlaku di 

masa depan. 
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Ius Constitutum Hukum yang berlaku pada saat ini 

atau hukum positif. 

Kawasan Permukiman Bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan 

maupun perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

Kejaksaan Republik Indonesia Lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara 

secara merdeka terutama 

pelaksanaan tugas dan 

kewenangan di bidang 

penuntutan dan melaksanakan 

tugas dan kewenangan di bidang 

penyidikan dan penuntutan 

perkara tindak pidana korupsi dan 

Pelanggaran HAM berat serta 

kewenangan lain berdasarkan 

undang-undang. 

Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kementerian dalam Pemerintah 

Indonesia yang membidangi 

urusan pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat, berada di 

bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Nasional di Indonesia, 

yang bertanggung jawab 

langsung di bawah Presiden. 

Koordinasi  Menyelaraskan atau 

menyeimbangkan kegiatan kerja 

dari satu pihak dengan pihak yang 

lain demi mencapai tujuan 

masing-masing pihak dan 

berakhir dengan tujuan bersama. 
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Kriminalisasi  Suatu proses penetapan suatu 

perbuatan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan 

pidana bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

Lex Certa Rumusan dalam ketentuan pidana 

harus jelas dan tidak bisa di 

interpretasikan lain selain yang 

dimaksud dalam undang-undang. 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga 

perlu mendapat dukungan 

pemerintah untuk memperoleh 

satuan rumah susun umum. 

Menteri Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang 

perumahan dan kawasan 

permukiman. 

Overbelasting Kelampauan beban tugas dalam 

hal ini beban tugas badan-badan 

penegak hukum melebihi beban 

kapasitas tugas untuk penegakan 

hukum. 

Overkriminalisasi Kriminalisasi yang terlalu 

banyak. 

Pelaku Pembangunan Orang dan/atau perusahaan yang 

melakukan pembangunan 

perumahan dan kawasan 

permukiman. 

Penegak Hukum Aparat yang melaksanakan proses 

upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma. 

hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam 

lalulintas atau hubungan–

hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, untuk menjamin dan 
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memastikan tegaknya hukum itu, 

apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu 

diperkenankan untuk 

menggunakan daya paksa. 

Penuntutan Suatu tindakan dari penuntut 

umum untuk melimpahkan 

perkara pidana kepada pengadilan 

negeri yang berwenang, yang tata 

caranya telah diatur di dalam 

Undang-undang berdasarkan 

permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim dalam sidang 

pengadilan. 

Pemelihaaan Kegiatan menjaga keandalan 

bangunan gedung beserta 

prasarana dan sarananya agar 

selalu laik fungsi. 

Pemerintah Pusat (Pemerintah) Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota, 

dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Pemilik Setiap orang yang memiliki 

satuan rumah susun. 

Pengadilan Badan atau instansi resmi yang 

melaksanakan sistem peradilan 

berupa memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara. 

Penghuni Orang yang menempati sarusun, 

baik sebagai pemilik maupun 

bukan pemilik.  

Ketentuan Pidana Terhadap Pembangunan Rumah Susun Komersial Yang Tidak Memenuhi
Kewajiban
Pembangunan Rumah Susun Umum Di Tinjau Dari Parameter Kriminalisasi
MUHAMMAD RIFAI LUBIS, Dr. Supriyadi, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



167 

 

Pengelolaan Suatu badan hukum yang 

bertugas untuk mengelola rumah 

susun. 

Perawatan Kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan 

gedung, komponen, bahan 

bangunan, dan/atau prasarana dan 

sarana agar bangunan gedung 

tetap laik fungsi. 

Perhimpunan Pemilik & Penghuni Sarusun Badan hukum yang 

beranggotakan para pemilik atau 

penghuni sarusun. 

Perumahan Kumpulan rumah sebagai bagian 

dari permukiman, baik perkotaan 

maupun perdesaan, yang 

dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni. 

Politik Hukum Suatu proses pencapaian suatu 

tujuan kehidupan masyarakat 

melalui suatu Undang-undang. 

Politik Hukum Pidana  Bagaimana hukum pidana dapat 

dirumuskan dengan baik dan 

memberikan pedoman kepada 

pembuat undang-undang 

(kebijakan legislatif), kebijakan 

aplikatif (kebijakan yudikatif), 

dan pelaksana hukum pidana 

(kebijakan eksekutif). 

Prasana  Kelengkapan dasar fisik 

lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk 

kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. 

Putusan Pernyataan hakim sebagai pejabat 

negara yang melaksanakan tugas 

kekuasaan kehakiman yang diberi 
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wewenang untuk itu yang 

diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu perkara. 

Real Estate Indonesia (REI) Persatuan perusahaan real estate 

Indonesia atau Perhimpunan 

Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Hasil perencanaan tata ruang 

pada wilayah yang merupakan 

kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif. 

Rumah  Bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak 

huni, sarana pembinaan keluarga, 

cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi 

pemiliknya. 

Rumah Susun Bangunan gedung bertingkat 

yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional, baik dalam 

arah horizontal maupun vertikal 

dan merupakan satuan-satuan 

yang masing-masing dapat 

dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan 

bagian bersama, benda bersama, 

dan tanah bersama. 

Rumah Susun Komersial Rumah susun yang 

diselenggarakan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Rumah Susun Umum Rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi 
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masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

Sarana  Fasilitas dalam lingkungan 

hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan 

pengembangan kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi. 

Satuan Rumah Susun (Sarusun) Satuan Rumah Susun yang 

selanjutnya disebut sarusun 

adalah unit rumah susun yang 

tujuan utamanya digunakan 

secara terpisah dengan fungsi 

utama sebagai tempat hunian dan 

mempunyai sarana penghubung 

ke jalan umum. 

Slums Perumahan kumuh atau 

perumahan tidak layak huni. 

Subsosialitet Mengakibatkan bahaya bagi 

masyarakat. 

Tahap Aplikasi Tahap penegakan atau penerapan 

hukum pidana (in concreto) oleh 

aparat penegak hukum, mulai dari 

kepolisian sampai dengan ke 

pengadilan. 

Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan 

hukum secara konkrit oleh aparat-

aparat pelaksana pidana yang 

bertugas menegakkan peraturan 

perundang-undangan yang telah 

dibuat oleh pembuat undang-

undang melalui penerapan pidana 

yang telah diterapkan dalam 

putusan pengadilan. 

Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana 

in abstracto oleh badan pembuat 

undang-undang yang melakukan 

kegiatan memilih yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi masa 
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kini dan yang akan datang, 

kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-

undangan yang paling baik dalam 

arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna. 

Ultimum Remedium Sanksi pidana adalah alat/upaya 

terakhir dalam hal penegakan 

hukum.  

Unit Petak/bagian terkecil dari sesuatu 

yang dapat berdiri sendiri. 

Urgensi Hal yang sangat 

penting/keharusan yang 

mendesak. 

Utilitas Umum Kelengkapan penunjang untuk 

pelayanan lingkungan hunian. 

Valid Suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. 

Victimizing Unsur korban baik actual maupun 

potensial. 

Visualisasi  Pengungkapan suatu gagasan atau 

perasaan dengan menggunakan 

bentuk gambar, tulisan (kata dan 

angka), peta, grafik, dsb. 
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